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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 75
Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bantul
Nomor 75 Tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah
diatur dalam Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017.
Ketidaksesuaian ini terkait biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL yang
telah ditetapkan secara nasional untuk Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp
150.000,00 namun Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 justru
membuka kemungkinan untuk terjadinya penambahan biaya persiapan
pelaksanaan Program PTSL. Ketentuan penambahan biaya persiapan
pelaksanaan Program PTSL ini telah melanggar Asas Kejelasan Rumusan; Asas
Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan; dan aspek kesesuaian antara
norma dan implementasi. Dengan mempertimbangkan keseluruhan analisis di
atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017
tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) cacat secara formil dan materiil. Sehingga keabsahan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tidak absah menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran
kepada penyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 untuk
mengkaji ulang Peraturan Perundang-undangan tersebut. Hal ini diperlukan
karena Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tidak sesuai dengan Asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Kejelasan Rumusan;
Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan sehingga perlu dikaji ulang
agar Peraturan Bupati tersebut bisa relevan, efektif, dan sesuai dengan realita
yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bantul. Selain itu untuk
permasalahan antara norma dan implementasi sebaiknya dilakukan
penyeragaman besaran biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL. Dalam hal
ini sebaiknya biaya tersebut diseragamkan sebagaimana telah diatur dalam
Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017 untuk Kategori

V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00 tanpa adanya penambahan biaya.
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok

Agraria

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Bupati Tahun 2017 Nomor 75 tentang Pembebanan Pembiayaan

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
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